MODEL SMART GOVERNANCE (Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kota Makassar) by Sangkala et al.
ABSTRAK PENELITIAN BERBASIS
KOMPETISI INTERNAL
TAHUN 2014
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar
Telp. : 0411 587032, , 582500, 588888 Fax.(0411) 587032, 584024
Website : http://www.unhas.ac.id/lppm email : lp2m@unhas.ac.id
BIDANG ILMU EKOSOSBUDKUM
BIDANG KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MODEL SMART GOVERNANCE
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ABSTRAK
Kota Makassar saat ini tengah menghadapi persoalan yang sangat kompleks khususnya terkait
dengan bagaimana memenuhi kebutuhan akan pentingnya pelayanan pendidikan yang berkualitas. Salah
satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut yakni diterapkannya konsep smart
governance sebuah sebuah salah satu konsep smart city yang sudah banyak diterapkan diberbagai kota di
negara lain. Adapun fokus penelitian ini hanya pada aspek smart governance, yaitu upaya perbaikan
kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan dasar dan menengah dengan memanfaatkan teknologi
informasi sehingga penyelenggaraan pendidikan tersebut lebih efisien dan lebih efektif. Pertanyaan utama
yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkatan kinerja, tipe dan model penerapan smart
governance pada bidang pendidikan dasar dan menengah di Kota Makassar. Untuk menjawab pertanyaan
penelitian tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang bersifat mix method
dengan tingkat analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan smart governance berada pada tingkatan
antara sedang dan tinggi. Sementara tipe smart governanance dalam praktek penyelenggaraan pendidikan
dasar dan menengah yaitu dimana tidak diperlukan transformasi struktur dan proses pemerintahan. Di
dalam konsep ini smart governance hanya pengaturan dari sebuah kota. Smart governance dalam hal ini
terkait dengan pembuatan pilihan-pilihan kebijakan yang tepat dan diimplementasi secara efektif dan
efisiens. Sedangkan model smart governance yang digunakan adalah model partisipasi warga,
transparansi informasi dan kolaborasi dengan pemberi layanan kepada warga, dengan tahap
perkembangan yang bervariasi.
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ABSTRACT
Makassar City is currently facing a very complex issue, especially related to how to meet the
needs of the importance of quality education services. One effort that can be done to address the issue that
the application of the concept of smart governance, a one of a smart city concept that has been widely
applied in various cities in other countries. The focus of this study only the smart aspect of governance, ie
efforts to improve the quality of public services in the field of primary and secondary education through
information technology so that the education provision more efficient and more effective. The main
question posed in this study is how the level of performance, the type and model of the smart application
of governance in the field of primary and secondary education in the city of Makassar. To answer the
research question used a qualitative approach to research methods that are mixed with the level of
descriptive analysis method.
The results showed that the rate of adoption of smart governance is at the level between medium
and high. While the type of smart governanance in practice the implementation of primary and secondary
education is not required where the transformation of the structure and processes of government. In this
concept of smart governance arrangements of a city only. Smart governance in this case related to the
making of policy options are appropriate and implemented effectively and efisiens. While smart
governance models used is a model citizen participation, transparency of information and collaboration
with service providers to citizens, with varying stages of development.
